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INTERN PEMERINTAH (SPIP) SEBAGAI MODERASI 

(Studi Empiris Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi pegawai, komitmen 

organisasi, sistem informasi terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara 

(BMN) dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai variabel 

moderasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuisioner 

sebagai alat untuk mengumpulkan data terkait variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian. Kuisioner disebarkan kepada 205 orang pengelola BMN yang 

memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun melalui google form. Kuisioner yang telah 

dikembalikan dengan lengkap berasal dari 114 responden. Analisis data pada 

penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) yang 

mana pengujian hipotesis dilakukan dengan metode Bootstrapping. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa kompetensi pegawai dan sistem informasi berpengaruh 

positif terhadap kualitas pengelolaan BMN, sedangkan komitmen organisasi tidak 

memiliki pengaruh terhadap kualitas pengelolaan BMN. Selanjutnya pengaruh 

positif kompetensi pegawai terhadap kualitas pengelolaan BMN dapat diperlemah 

oleh SPIP, pengaruh positif sistem informasi terhadap kualitas pengelolaan BMN 

dapat diperkuat oleh SPIP, namun SPIP gagal memoderasi hubungan komitmen 

organisasi terhadap kualitas pengelolaan BMN. 

Kata Kunci: Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi, Sistem Informasi, 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kualitas Pengelolaan BMN 

 

ABSTRACT 

This study aims to examine the effect of employee competence, organizational 

commitment, information systems on the quality of state property management 

(BMN) with the Government Internal Control System (SPIP) as a moderating 

variable at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. 

This research is a quantitative study using a questionnaire as a tool to collect 

data related to the variables used in the study. Questionnaires were distributed to 

205 State Property managers who had more than 1 year of experience via google 

form. Questionnaires that have been returned completely come from 114 

respondents. Data analysis in this study used the Structural Equation Modeling 

(SEM) method in which hypothesis testing was carried out using the 
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Bootstrapping method. This study concluded that employee competence and 

information systems have a positive effect on the quality of BMN management, 

while organizational commitment has no effect on the quality of BMN 

management. Furthermore, the positive effect of employee competence on the 

quality of BMN management can be weakened by SPIP, the positive effect of 

information systems on the quality of BMN management can be strengthened by 

SPIP, but SPIP fails to moderate the relationship between organizational 

commitment to the quality of BMN management. 

Keywords: Employee Competence, Organizational Commitment, Information 

System, Government Internal Control System, Quality of State Property 

Management. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Aset tetap merupakan komponen vital yang umumnya dimiliki oleh entitas 

pemerintah atau perusahaan. Aset tetap perusahaan berperan kunci dalam 

menghasilkan pendapatan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi laba 

perusahaan secara positif. Oleh karena itu, nilai dan jumlah aset tetap perusahaan 

memiliki dampak signifikan terhadap performa keseluruhan perusahaan. Di sisi 

lain, aset tetap pemerintah memiliki karakteristik yang mirip dengan aset 

perusahaan, termasuk tanah, gedung, peralatan, dan lainnya. Namun, penggunaan 

aset tetap pemerintah tidak terfokus pada pendapatan, melainkan terkait dengan 

kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. (Hasanah & Fauzi, 2017). 

Dalam lingkup pemerintahan, salah satu kategori aset yang memiliki peran 

krusial adalah Barang Milik Negara (BMN). Keberadaan BMN menjadi elemen 

kunci dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah, terutama dalam upaya 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. BMN mencakup segala jenis barang 

yang diperoleh dengan menggunakan dana dari APBN atau dari sumber perolehan 

lain yang sah (Republik Indonesia, 2020). Dengan kata lain, perolehan BMN 

bersumber dari uang rakyat melalui mekanisme APBN. 

Aset pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 

Audited memiliki nilai Rp 11.454.670.815.794.452, sedangkan total nilai BMN 
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bersih sebesar Rp 6.637.550.000.000.000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

porsi BMN memiliki kontribusi sebesar 58,03% dari total aset pada LKPP 2021 

yang telah diaudit (Dhaniarto & Pranawengrum, 2022). Besarnya nilai BMN 

menuntut pemerintah untuk lebih tertib dan intens dalam melakukan pengelolaan 

BMN. 

Pelaksanaan manajemen Barang Milik Negara (BMN) dibangun di atas 

enam asas, meliputi asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, 

akuntabilitas, dan kepastian nilai. Proses pengelolaan BMN sendiri mencakup 

serangkaian kegiatan, termasuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, 

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, 

pengawasan, dan pengendalian (Republik Indonesia, 2014). Dengan menerapkan 

pendekatan manajemen yang profesional dan modern, serta mengutamakan 

prinsip good governance, diharapkan pengelolaan BMN dapat memberikan 

peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen keuangan negara 

(Sudjonggo, 2022).  

Dari hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian dan 

Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 

Tahun 2022, terungkap bahwa belum seluruhnya memperoleh opini Wajar Tanpa 

Pengecualian. Meskipun demikian, pengecualian yang terjadi pada satu LKKL 

tidak dianggap berdampak material terhadap kewajaran Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022 (DJPb, 2023). Jika melihat opini audit BPK 

selama lima tahun kebelakang, tahun 2022 merupakan tahun terbaik karena hanya 
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ada satu Kementerian dan Lembaga yang memperoleh opini WDP. Perkembangan 

opini LKKL dan LKBUN tersaji dalam Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2018 – 2022 

Opini 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 82 85 85 84 82 

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 4 2 2 4 1 

Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 1 1 - - - 

Tidak Wajar (TW) - - - - - 

Jumlah Entitas Pelaporan 87 88 87 88 83 

Sumber: Ringkasan Eksekutif  Hasil Pemeriksaan Atas LKPP Tahun 2022 (2023) 

Namun pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tidak hanya dari segi laporan 

keuangan saja, pengendalian internal yang merupakan masalah utama dalam 

penyusunan laporan keuangan juga menjadi objek pemeriksaan. Temuan dari 

pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penerapan 

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan masih adanya pelanggaran terhadap 

ketentuan yang diatur dalam undang-undang (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022). 

Kelemahan yang ada dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpotensi 

mengurangi keakuratan dan kredibilitas laporan keuangan. Oleh karena itu, 

sebagai bagian dari tanggung jawab pelaksanaan APBN, penting untuk segera 

menanggapi kelemahan tersebut. Terdapat kelemahan pengendalian internal 

terkait pengelolaan aset tetap yang berulang setiap tahun, diantaranya 

pemanfaatan BMN yang melanggar ketentuan, pencatatan BMN yang kurang 

akurat, dan kurangnya bukti kepemilikan yang sah terkait BMN (Badan 

Pemeriksa Keuangan, 2020). 
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Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memegang peran penting 

dalam melaksanakan urusan di bidang hukum dan HAM di Indonesia. Tugas 

utama Kemenkumham mencakup merumuskan, menetapkan, dan menjalankan 

kebijakan terkait dengan hukum dan HAM, sekaligus melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkupnya. Selain itu, Kemenkumham 

juga diberikan tanggung jawab untuk mengelola BMN atau kekayaan negara yang 

dimilikinya. BMN yang dimiliki dan dikelola Kemenkumham selama 6 (enam) 

tahun terakhir mulai dari 2017-2022 dapat dilihat melalui tabel berikut:  

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang 

Badan Pemeriksa Keuangan, BPK memberikan opini WTP atas audit Laporan 

Keuangan Kemenkumham Tahun 2022. Meskipun Kemenkumham memperoleh 

opini WTP berturut-turut mulai dari tahun 2017 – 2022, bukan berarti 

Kemenkumham bebas dari temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. 

Tantangan utama dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham adalah 

adanya kelemahan dalam pengendalian internal dan ketidaktaatan terhadap 

Gambar 1.1. BMN Kemenkumham Tahun 2017-2022 

Sumber: data diolah 
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ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kelemahan dalam pengendalian 

internal tersebut meliputi kelebihan pembayaran atas belanja modal, adanya denda 

keterlambatan pekerjaan yang belum dikenakan, aset tetap berupa tanah yang luas 

dan nilainya belum menggambarkan kondisi sebenarnya hingga adanya tanah 

yang belum bersertifikat (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022). 

Pemerintah pusat bukan satu-satunya yang menghadapi masalah 

pengelolaan BMN, Pemerintah daerah juga hal serupa. Beberapa permasalahan 

melibatkan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum sepenuhnya 

memadai berdasarkan klasifikasi dan kodefikasi barang, kurangnya upaya 

inventarisasi BMD oleh pengguna barang dalam periode lima tahun terakhir, 

ketidakmemadainya pelaporan barang pengguna baik semesteran maupun 

tahunan, serta rendahnya kinerja dari pengurus BMD (Poedjianto, 2019). Kurang 

optimalnya pengelolaan BMN pada suatu instansi merupakan indikasi adanya 

pelaksanaan pengelolaan BMN yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini salah 

satunya disebabkan oleh kurangnya integritas yang dimiliki oleh pengelola 

BMN/D. Untuk memaksimalkan pengelolaan BMN/D, para pengelola BMN/D 

harus memiliki sikap integritas yang tinggi (BPKP, 2015). Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia integritas adalah kualitas atau karakteristik yang mencerminkan 

keseluruhan yang utuh, menunjukkan potensi dan kapabilitas yang mampu 

menghasilkan kredibilitas atau kejujuran. 

Kurang optimalnya penerapan pengendalian internal mengakibatkan 

ketidakmampuan untuk melakukan pengelolaan BMN dengan efektif. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya transparansi, akuntabilitas, serta ketidakmampuan 
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untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan 

kekuasaan. Pejabat pengelola BMN pada Kemenkumham tentunya memiliki 

informasi terkait pengelolaan BMN yang lebih banyak daripada pihak lain. 

Adanya asimetri informasi ini seolah memberikan peluang pejabat pengelola 

BMN untuk dapat menyesuaikan informasi yang dimilikinya.  Pengelolaan BMN 

dalam hal ini mulai dari perencanaan hingga pengadaan serta penggunaannya 

selalu dihadapkan dengan masalah klasik yaitu pengadaan BMN yang tidak sesuai 

dengan perencanaan, dan tidak adanya kontrol setelah BMN didistribusikan 

kepada pengguna. Pengadaan BMN yang melenceng dari perencanaan dapat 

menjadi celah untuk melakukan korupsi, KPK mengatakan bahwa pengadaan 

barang dan jasa menyumbang lebih dari 70% kasus korupsi di Indonesia (BPKP, 

2015). Kurangnya kontrol terhadap penggunaan BMN juga menyebabkan adanya 

penyalahgunaan terhadap aset negara seperti transfer aset dan  penggunaan untuk 

kepentingan pribadi (BPKP, 2015). Yang disayangkan hal ini masih dianggap 

lazim dalam instansi pemerintahan meskipun berpotensi pada kerugian negara dan 

berkurangnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal-hal yang 

telah disebutkan sebelumnya menunjukkan perlunya kualitas pengelolaan BMN 

diuji lebih lanjut. 

Teori Stewardship berasal dari keyakinan filosofis tentang karakter manusia 

yang meyakini bahwa pada dasarnya manusia dapat diandalkan, memiliki 

kapabilitas untuk bertindak dengan tanggung jawab, dan menunjukkan integritas 

serta kejujuran terhadap yang lain (Kaihatu, 2006). Teori stewardship memandang 

bahwa masalah integritas sebagai sebuah masalah yang menyebabkan steward 
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mengabaikan kepentingan stakeholdernya dalam mencapai kesuksesan bersama. 

Menurut Amiati (2023) integritas erat kaitannya dengan kinerja seseorang, teori 

ini menemukan bahwa pengelola organisasi yang memiliki kinerja yang efektif 

dan efisien dapat mencapai keberhasilan organisasi yang pada akhirnya 

memberikan kepuasan kepada stakeholder dan pengelola organisasi tersebut 

(Jefri, 2018). Teori stewardship pada penelitian ini menempatkan Kemenkumham 

sebagai pengguna BMN yang harus mengelola BMN dalam penguasaannya 

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tata kelola yang baik kepada pemangku 

kepentingannya yaitu masyarakat dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

 Dalam mengelola BMN, faktor internal seperti kompetensi pegawai, 

komitmen organisasi dan sistem informasi masih menjadi faktor yang sering 

dilakukan pengujian. Kompetensi pegawai melibatkan penguasaan wawasan, 

kecakapan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk menjalankan kewajiban dengan 

baik. Tingkat komitmen yang kuat terhadap organisasi dapat memberikan 

dorongan kepada pegawai untuk menunaikan kewajiban mereka dengan optimal. 

Sejalan dengan itu, sistem informasi yang efisien dapat memberikan dukungan 

kepada pegawai dalam aktivitas pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan 

pelaporan informasi secara akurat dan tepat waktu. Artinya kompetensi pegawai 

yang baik didukung oleh komitmen organisasi yang tinggi dan sistem informasi 

yang memadai akan menghasilkan pengelolaan BMN yang berkualitas, termasuk 

penghematan waktu, sumber daya, dan peningkatan akurasi data BMN. 

Sumber daya manusia (SDM) berperan secara krusial dalam struktur 

organisasi. Keberhasilan tujuan organisasi sangat bergantung pada kemampuan 
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SDM untuk bekerjasama dan kompetensi yang dimiliki untuk menjalankan tugas 

dan tanggung jawab masing-masing (Abubakar, 2018). Mugiarty et al. (2018) 

membuktikan bahwa kualitas laporan BMN dapat dipengaruhi oleh kompetensi 

SDM secara positif. Sejalan dengan penelitian tersebut, Puspitarini et al. (2017) 

menyimpulkan bahwa kompetensi SDM mempengaruhi penerapan SAP pada 

penatausahaan BMN secara positif, selanjutnya Ricardo et al. (2022) dan Belo et 

al. (2018) juga menyimpulkan bahwa kualitas aparatur daerah juga memiliki 

pengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan BMD. Namun menurut 

Firmansyah & Hollyson (2021), kompetensi pegawai tidak memiliki pengaruh 

terhadap kualitas pengelolaan BMN. Adanya temuan yang tidak seragam, 

mendorong untuk melakukan evaluasi ulang kompetensi pegawai terkait dengan 

kualitas pengelolaan BMN dengan memanfaatkan data penelitian yang berbeda. 

Dalam konteks yang lebih luas, komitmen organisasi merujuk pada 

kesepakatan bersama dari seluruh anggota organisasi terkait dengan prinsip, 

pelaksanaan, dan tujuan yang hendak dicapai bersama di masa mendatang (Muis, 

Jufrizen, & Fahmi, 2018). Komitmen dalam organisasi menggambarkan 

tanggungjawab setiap individu kepada organisasi yang menaunginya. Komitmen 

individu terhadap organisasi sering kali menjadi perhatian penting di lingkungan 

organisasi. Pentingnya komitmen tersebut dapat dilihat dari keberanian beberapa 

organisasi untuk mencantumkan persyaratan komitmen sebagai salah satu kriteria 

dalam iklan lowongan pekerjaan untuk posisi yang ditawarkan (Muis, Jufrizen, & 

Fahmi, 2018). Pengujian yang dilakukan terhadap komitmen organisasi 

menunjukkan hasil yang beragam, Firmansyah & Hollyson (2021) 
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mengemukakan bahwa kualitas pengelolaan BMN tidak dipengaruhi oleh 

komitmen organisasi  karena pegawai lebih memilih fokus pada tugas dan fungsi 

inti instansi daripada tanggung jawab tambahan seperti pengelolaan BMN. 

Penelitian oleh Ekayanti et al. (2018) menunjukkan bahwa komitmen organisasi 

justru memiliki pengaruh negatif terhadap keefektifan pengelolaan Barang Milik 

Daerah. Di sisi lain, Gunawan et al. (2017) dan Rosihan et al. (2017) 

menghasilkan temuan yang berbeda yang menyimpulkan bahwa Pengelolaan 

BMD dipengaruhi oleh komitmen organisasi secara positif. Dengan adanya variasi 

hasil dari penelitian sebelumnya, diperlukan pengujian lebih lanjut mengenai 

dampak komitmen organisasi terhadap kualitas pengelolaan BMN dengan 

menggunakan data yang berbeda. 

Sistem dalam suatu organisasi dikenal sebagai sistem informasi. Sistem ini 

mengintegrasikan kebutuhan pengolahan transaksi rutin untuk mendukung operasi 

manajerial dan kegiatan strategis, sehingga organisasi dapat menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal (Sutabri, 2012). Sistem informasi 

tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pihak eksternal saja, sistem informasi 

juga menyediakan informasi bagi manajemen organisasi untuk dasar pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasi organisasi. Kualitas sistem 

informasi tidak selalu dinilai dari aspek perangkat dan hasil akhirnya, tetapi juga 

bergantung pada kelengkapan serta validitas data input yang digunakan. Output 

yang dihasilkan oleh sistem mencerminkan tingkat keakuratan dan kelengkapan 

data input yang benar (Firmansyah & Hollyson, 2021). Hal ini menunjukkan 

bahwa sebaik apapun sistem infomasi yang dimiliki suatu organisasi tidak 



10 
 

otomatis memberikan informasi yang berkualitas, semua tergantung pada input 

yang diberikan. Penelitian mengenai sistem informasi menunjukkan hasil yang 

berbeda-beda. Belo et al. (2018) mengungkapkan bahwa sistem informasi 

manajemen tidak mempengaruhi kualitas pengelolaan BMD. Namun penelitian 

yang dilakukan oleh Firmansyah & Hollyson (2021), membuktikan bahwa 

kualitas pengelolaan BMN dapat dipengaruhi oleh sistem informasi secara positif. 

Mendukung hasil dari Firmansyah & Hollyson (2021) dan Ekayanti et al. (2018), 

Rosihan et al. (2017) juga menyatakan bahwa sistem informasi berpengaruh 

secara positif signifikan terhadap keefektifan manajemen aset pemerintah daerah. 

Dengan bervariasinya hasil pengujian terkait sistem informasi, maka perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut dengan objek dan data yang berbeda. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai 

pengaruh kompetensi pegawai, komitmen organisasi dan sistem informasi 

terhadap kualitas pengelolaan BMN dengan SPIP sebagai variabel pemoderasi. 

Penelitian terkait kualitas pengelolaan BMN sebelumnya diuji menggunakan 

variabel yang berbeda yaitu kapital intelektual dan penerapan prinsip tata kelola 

yang baik yang menunjukkan pengaruh positif signifikan variabel-variabel 

tersebut terhadap manajemen aset tetap (Awaludin, Suharman, & Fitriyah, 2018). 

Variabel lain yang digunakan untuk menguji kualitas pengelolaan BMN adalah 

kinerja pegawai dengan indikator transparansi, efisiensi, akuntabilitas dengan 

hasil penelitian bahwa kinerja pegawai dalam melakukan pengelolaan BMN 

masih berada di posisi cukup (Sahetapy, 2022). 
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Perbedaan selanjutnya pada penelitian ini adalah menempatkan SPIP 

sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara kompetensi pegawai, 

komitmen organisasi dan sistem informasi terhadap kualitas pengelolaan BMN. 

SPIP mencakup serangkaian langkah-langkah dan aktivitas yang dilaksanakan 

secara berkesinambungan oleh para pimpinan dan semua anggota organisasi. 

Tujuan utamanya adalah memastikan tercapainya keyakinan yang wajar terkait 

dengan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif 

dan efisien. Fokus utama SPIP mencakup keandalan pelaporan keuangan, 

perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

(Republik Indonesia, 2008). Peran SPIP sangat penting, hal ini menjadi dasar 

guidance bagi pengelola (steward) dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan 

BMN melalui kompetensi pegawai, komitmen organisasi dan sistem informasi 

yang dimilikinya. Pada penelitian terdahulu, SPIP sebagai variabel independen 

diuji bersama dengan variabel SDM terhadap pengamanan aset negara dengan 

hasil SPIP BMN dan SDM berpengaruh positif signifikan terhadap pengamanan 

aset negara (Hamidah & Syofyan, 2014). Penelitian lainnya menguji SPIP, 

pemahaman regulasi dan SI terhadap manajemen aset dengan hasil SPIP, 

pemahaman regulasi dan SI berpengaruh positif baik secara parsial maupun 

simultan terhadap manajemen aset (Mainar, Darwanis, & Abdullah, 2017). 

Selanjutnya penelitian SPIP sebagai variabel independen juga dilakukan oleh 

Subrata et al. (2018) dengan hasil SPI, kemampuan SDM dan pemanfaatan TI 

memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan BMD. Pengujian terkait SPIP 
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sebagai variabel independen sudah banyak dilakukan, namun baru sedikit 

penelitian yang menjadikan SPIP sebagai variabel moderasi. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penyusunan 

program kerja, prosedur kerja dan prodesur pengawasan yang lebih komprehensif 

dan relevan di lingkungan Kemenkumham sehingga mampu menciptakan 

pengelolaan BMN yang tertib hukum, administrasi dan fisik, serta dapat 

memberikan dukungan dan manfaat yang optimal bagi para pemangku 

kepentingan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan 

referensi tambahan terkait dengan topik akuntansi sektor publik khususnya dalam 

konteks Indonesia. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Kurang optimalnya pengelolaan BMN hampir terjadi pada seluruh instansi 

pemerintah tidak terkecuali Kemenkumham. Ketidaksesuaian antara perencanaan 

dengan pengadaan BMN, lemahnya pengamanan dan pengawasan BMN, serta 

kurangnya inventarisasi menyebabkan pengelolaan BMN pada Kemenkumham 

kurang optimal. Hal-hal tersebut dapat memicu tindakan oportunistik bagi pihak-

pihak yang tidak memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ini 

akan memberikan peluang untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan 

individu dan mengesampingkan tujuan bersama organisasi. Kompetensi pegawai, 

komitmen organisasi, sistem informasi dan SPIP nampaknya bertanggungjawab 

terhadap hal ini. Kemampuan pengelola BMN yang kurang mumpuni dalam 

melaksanakan tugasnya, adanya intervensi pimpinan dalam pengelolaan BMN, 

SOP dan sistem informasi yang belum memadai serta lemahnya pengendalian 
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internal dan pengawasan dalam pengelolaan BMN dapat menjadi penyebab 

kurang optimalnya pengelolaan BMN pada Kemenkumham. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Penulis membatasi masalah yang akan dibahas pada: 

1. Penilaian terhadap kompetensi pegawai, komitmen organisasi, dan sistem 

informasi dalam kualitas pengelolaan BMN Kemenkumham dengan peran 

SPIP sebagai variable moderasi. Rendahnya kualitas pengelolaan BMN akan 

berdampak pada laporan keuangan yang dihasilkan. Pengelolaan BMN 

merupakan salah satu ukuran yang menggambarkan kemampuan 

Kemenkumham dalam mengelola kekayaannya, yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi pencapaian tujuan Kemenkumham. 

2. Cakupan penyebaran kuisioner dilakukan pada seluruh pengelola BMN Unit 

Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I. 

3. Penulis tidak dapat memastikan apakah kuisioner akan sepenuhnya ditanggapi 

oleh responden.  

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah kompetensi pegawai berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan 

BMN? 
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2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan 

BMN? 

3. Apakah sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan BMN? 

4. Apakah SPIP dapat memoderasi hubungan antara kompetensi pegawai dengan 

kualitas pengelolaan BMN? 

5. Apakah SPIP dapat memoderasi hubungan antara komitmen organisasi dengan 

kualitas pengelolaan BMN? 

6. Apakah SPIP dapat memoderasi hubungan antara sistem informasi dengan 

kualitas pengelolaan BMN? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menguji secara empiris peran kompetensi pegawai terhadap kualitas 

pengelolaan BMN. 

2. Menguji secara empiris peran komitmen organisasi terhadap kualitas 

pengelolaan BMN. 

3. Menguji secara empiris peran sistem informasi terhadap kualitas pengelolaan 

BMN. 

4. Menguji secara empiris peran SPIP dalam memoderasi hubungan antara 

kompetensi pegawai dengan kualitas pengelolaan BMN. 
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5. Menguji secara empiris peran SPIP dalam memoderasi hubungan antara 

komitmen organisasi dengan kualitas pengelolaan BMN. 

6. Menguji secara empiris peran SPIP dalam memoderasi hubungan antara sistem 

informasi dengan kualitas pengelolaan BMN. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis dan 

teoritis, dengan uraian sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:  

a) Berkontribusi bagi pembuat kebijakan terkait dengan penyusunan program 

kerja, prosedur kerja dan prodesur pengawasan yang lebih komprehensif 

dan relevan khususnya di lingkungan Kemenkumham sehingga mampu 

menciptakan pengelolaan BMN yang tertib hukum, administrasi dan fisik, 

serta dapat memberikan dukungan dan manfaat yang optimal bagi para 

pemangku kepentingan. 

b) Melihat SPIP sebagai variabel moderasi, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan atau peningkatan SPIP 

di Indonesia khususnya pada bidang pengelolaan BMN. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut: 

a) Memberikan kontribusi signifikan dengan mengintegrasikan kompetensi 

pegawai, komitmen organisasi, dan sistem informasi sebagai variabel-
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variabel kunci yang memengaruhi kualitas pengelolaan barang milik 

negara. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah pengetahuan dan 

menyediakan referensi tambahan terkait dengan topik akuntansi sektor 

publik khususnya dalam konteks pengelolaan barang milik negara di 

Indonesia. 
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